BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu disusun
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan -
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38351);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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4 tentang Pemerintahan
ndonesia Tahun 2014
ublik Indonesia
diubah terakhir

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201
Daerah (Lembaran Negara Republik I
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Re.p
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201'4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tent{fmg i
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Siste@
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2019;

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 te.ntang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagalmana}
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ment.erl
Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 /PMK.07/2018 t.entang
Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada tahun 2018;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan
Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);

.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2008 Nomor 8);

. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara

Enim Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara -
Enim Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10);
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan
Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018
Nomor 21);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri dari :

a. Pendapatan :

1) Pendapatan Asli Daerah Rp, 227.483.295.226,00
2) Dana Perimbangan Ry, 2.06b.518/061,553, 47
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 538.839.508.713,92
Jumlah Pendapatan Rp. 2.821.840.865.892,92
b. Belanja:
1) Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai By, 192.250,600.040,50
b. Belanja Bunga Rp. 6.900.000.000,00
c. Belanja Subsidi Rp. 4.913.130.000,00
d. Belanja Hibah Rp. 44.595.035.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. S S00 P00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten
/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 9.304.499.434,30

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

Dan Partai Politik Rp. 383.445.161.650,92
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 30.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.278.518.286.131,88

2) Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai Rp. 15.712.207.710,00
b. Belanja Barang Jasa Rp. 826.101.334.025,00

c. Belanja Modal Rp. 695.305.387.897,00 .

Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.537.118.929.632,00
Jumlah Belanja Rp. 2.815.637.215.763,88
Surplus/ (Defisit) Rp. 6.203.650.129,04

c. Pembiayaan Daerah -
1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 30.000.000.000,00
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 36.203.650.129,04
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (6.203.650.129,04)
Sjsa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Rp. 0,0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini
Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



: . Pasal 4
peanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 1) huruf d

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

. Pasal 5
Belanja Bantuan Sosig] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 1)

huruf e dirinci lebih lanjut dajam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

: Pasal 6
Lampiran sebagaimang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dan Pasal 5

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam peraturan inj dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2¢ Desember 2018

BUPATI MUARA ENIM,
v

Diundangkan di Muara Enim MMN

pada tanggal Ad)Desember 2018
' AHMAD YANI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 51



